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1.1 [bookmark: _Toc213886232]Latar Belakang
[bookmark: _Hlk211348740]Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan negara (Simanjutak, 2009). Secara umum, sumber penerimaan dana bagi negara diperoleh dari dua sektor yaitu sektor eksternal dan sektor internal. Sumber penerimaan dana dari sektor eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Sedangkan salah satu sumber penerimaan dari sektor internal adalah pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbukti bahwa sektor pajak berkontribusi sekitar 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan bangunan maupun pembiayaan anggaran rutin.sejalan dengan temuan dari Davoodi & Zou, (1998) yang menyatakan bahwa, pengenaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik pada negara maju maupun negara berkembang. Disamping berperan mengisi sumber APBN, pengenaan pajak juga dapat berperan sebagai alat stabiliasi perekonomian.
Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan besar bagi optimalisasi penerimaan negara. Hal ini tercermin dalam rasio kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan fluktuasi yang belum konsisten. Meskipun ada peningkatan di beberapa tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak tetap rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang ada. Dalam periode 2022 hingga 2024, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengalami dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, rasio tingkat kepatuhan tercatat sebesar 86,97% yang melampaui tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, rasio kepatuhan mengalami penurunan menjadi sekitar 86,8%, memasuki tahun 2024, realisasi kepatuhan mengalami penurunan yaitu dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 85,75% (Wildan, 2025). Data ini menggambarkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan orang pribadi relatif tinggi, namun tren penurunannya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kepatuhan. Ketidakstablian yang terjadi pada rasio tingkat kepatuhan pajak menjadi alasan untuk dilakukannya penelitian kembali mengenai penyebab apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Fenomena fluktuasi kepatuhan ini juga terjadi di tingkat daerah, seperti yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur, berikut disajikan data perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan yang melakukan pembayaran pajak selama periode tahun 2020 hingga 2024.
[bookmark: _Toc211411535][bookmark: _Toc211412771][bookmark: _Toc213887559]Tabel 1. 1 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Membayar Pajak
	Tahun Pajak
	Jumlah WPOP Terdaftar
	Jumlah WPOP Membayar

	2020
	44.658
	3.094

	2021
	47.371
	3.369

	2022
	49.904
	4.173

	2023
	55.775
	3.514

	2024
	61.669
	3.452


[bookmark: _Toc213887467][bookmark: _Toc213887560]Sumber : KPP Pratama Balikpapan Timur
Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur, jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 44.658 wajib pajak, kemudian meningkat menjadi 61.669 pada tahun 2024. Peningkatan jumlah wajib yang terdaftar ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Namun demikian, peningkatan tersebut belum diimbangi oleh jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. 
Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut, digunakan teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Harold H. Kelley (1967) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh cara individu menilai penyebab dari suatu Tindakan, baik yang berasal dari faktor internal seperti nilai moral dan tanggung jawab pribadi, maupun faktor eksternal seperti tekanan lingkungan atau kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, moral wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan digitalisasi sistem perpajakan dan denda pajak sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan penerimaan pajak negara. Kepatuhan tidak hanya mencerminkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban formalnya, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh DJP. Data dari KPP Pratama Balikpapan Timur menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar terus meningkat setiap tahun, namun jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya mengalami fluktuasi bahkan menurun. Fenomena ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah moral wajib pajak. Nerre (2001) menyatakan bahwa, dalam moral pajak yang diukur bukan individunya, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh pada sisi kesadaran seseorang individu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa, moral wajib pajak mengacu pada nilai-nilai, etika, dan kesadaran individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan eksternal. Moral wajib pajak bukan hanya sekedar perilaku yang terlihat, namun lebih kepada nilai dan pendirian pribadi yang menganggap membayar pajak sebagau suatu kewajiban moral. Penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati  (2020)  & Sudirman et al (2020) menunjukkan bahwa variabel moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Mursalin (2020) yang menyatakan bahwa variabel moral wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain faktor moral, pengetahuan wajib pajak juga memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak harus meliputi: 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia; 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi akan lebih memahami manfaat membayar pajak dan risiko jika tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, kurangnya akan pengetahuan sering kali menjadi penyebab terjadinya kesalahan pelaporan atau ketidakpatuhan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan. Wijaya et al (2025) Menemukan adanya pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan peneliltian yang dilakukan oleh Claudia Andinata (2015), menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perpajakan melalui digitalisasi sistem perpajakan. Digitalisasi sistem perpajakan merupakan sebuah inovasi pada layanan pajak yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online atau jaringan internet kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaannya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Tambun et al., 2020). Pemerintah melalui DJP telah menerapkan berbagai inovasi digital seperti e-registration, e-filling, dan e-billing untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Namun demikian, efektivitas sistem digital ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan penerimaan wajib pajak terhadap teknologi yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Wieske Manuain et al (2024) membuktikan bahwa variabel digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara Ernsky Palar et al (2024) menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan.
Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah denda pajak. Denda pajak merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik karena keterlambatan pelaporan maupun kekurangan dalam pembayaran pajak. keberadaan denda pajak dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera dan mendorong wajib pajak agar lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ratmono, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) menemukan bahwa variabel denda pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan olehOktaviana (2022) menunjukkan bahwa variabel denda pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas serta dari sejumlah penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Moral Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Digitalisasi Sistem Perpajakan, dan Denda Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”
1.2 [bookmark: _Toc213886233]Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
1.3 [bookmark: _Toc213886234]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Mengetahui pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Mengetahui pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
1.4 [bookmark: _Toc213886235]Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya tentang pengaruh moral wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, digitalisasi sistem perpajakan, dan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Balikpapan.
2.  Manfaat Praktis
a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama Balikpapan Timur
Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh DJP dan KPP dalam menentukan prioritas program, seperti peningkatan edukasi perpajakan, penguatan integritas wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital perpajakan, serta penegakan sanksi administrasi yang lebih efektif. 
b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang lebih patuh dan konsisten dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
c. Bagi Pihak Lain
Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, atau peneliti yang tertarik menngkaji bidang perpajakan, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
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[bookmark: _Toc213886236]BAB II
[bookmark: _Toc213886237]KAJIAN PUSTAKA

2.1 [bookmark: _Toc213886238]Landasan Teori
Teori Atribusi dipaparkan oleh Harold Kelley (1972) dan merupakan perkembangan dari teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi merujuk pada bagaimana individu yang menjelaskan penyebab perilaku individu lain atau dirinya sendiri. Atribusi merupakan proses seseorang mendapat Kesimpulan tentang faktor yang dapat mempengaruhi orang lain. Teori ini menyampaikan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali dirinya sendiri dan dilakukan secara sadar. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar seperli lingkungan, pengaruh sosial dari orang lain, dan pemerintah. Artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Kodoati et al., 2016). 
Teori Atribusi menjelaskan pengaruh faktor atas kepatuhan wajib pajak dalam Tindakan seseorang menilai sendiri tentang pajaknya. Pada teori ini moral wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak menjadi faktor yang bisa mempengaruhi faktor internal individu yang mendorong kesadaran intrinsik untuk taat terhadap kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor eksternal yaitu digitalisasi sistem perpajakan yang mempermudah akses layanan perpajakan dan denda pajak yang bersifat memaksa agar wajib pajak patuh. Dengan demikian, teori atribusi memberikan kerangka konseptual yang menyeluruh dalam menelaah bagaimana kombinasi faktor internal dan eksternal tersebut mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.2 [bookmark: _Toc213886239]Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak sering didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku wajib pajak yang secara sengaja dan sadar memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan hukum atau peraturan perpajakan yang berlaku (Rabun, 2024). Termasuk di dalamnya adalah melaporkan SPT tepat waktu, membayar pajak sesuai jumlah yang harus dibayar, dan mematuhi ketentuan prosedur administrasi. 
Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal merupakan kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT masa maupun tahunan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan, dan tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu. Sedangkan kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Sebagai contoh, Wajib Pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Mangoting & Sadjiarto, 2013).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 wajib pajak patuh adalah wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaiakan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.
Indikator dari kepatuhan wajib pajak menurut (Agustiningsih, 2016)yaitu sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri;
2. Mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undanngan;
3. Menyampaikan/melaporkan SPT;
4. Menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan;
5. Menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya tepat waktu;
6. Membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.
 Indikator dari kepatuhan wajib pajak menurut (Kurniawan, 2018) yaitu sebagai berikut:
1. Wajib pajak melakukan perhitungan pajak;
2. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak;
3. Wajib pajak menyampaikan SPT.
2.3 [bookmark: _Toc213886240]Moral Wajib Pajak
Moral wajib pajak merupakan suatu sikap seseorang terhadap etika dan prinsip hidupnya akan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Moral wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Seseorang yang memiliki moral wajib pajak yang baik akan mendorong dirinya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Tambun & Ananda, 2022). 
Aspek moral Mursalin (2020) dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal berikut:
a. Kewajiban perpajakann merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak.
b. Menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak.
Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu dengan sukarela. Moral pajak bergantung pada sikap pembayar pajak terhadap kejujuran dan stigma sosial.
Indikator moral wajib pajak menurut (Mustikasari, 2007) yaitu sebagai berikut:
1. Melanggar etika.
Wajib pajak merasa melanggar etika jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang ada. Sehingga, dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.
2. Perasaan bersalah.
Wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya. Sehingga, jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.
3. Prinsip hidup.
Tiap wajib pajak mempunyai prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.
Indikator Moral Wajib Pajak menurut (Lailiyah & Andriani, 2023) yaitu sebagai berikut:
1. Membayar pajak merupakan tindakan yang benar;
2. Rasa bersalah jika tidak membayar pajak;
3. [bookmark: _Hlk212665523]Tingkat partisipasi warga;
4. Prinsip dalam membayar pajak secara sukarela;
5. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan.
2.4 [bookmark: _Toc213886241]Pengetahuan Wajib Pajak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Kamil (2015)pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan penalaran dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan perpajakan yang berlaku, masyarakat mungkin enggan untuk membayar pajak. 
Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor atau elemen terpenting dalam sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga untuk menentukan perilaku wajib pajak adlam kepatuhan pajak secara self assessment system (Hendrawati et al., 2021). Hal ini diakrenakan untuk wajib pajak bisa menjalankan self assessment system, maka wajib pajak dituntut untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sehingga pengetahuan pajak mempunyai peranan yang sangat penting.
Indikator pengetahuan wajib pajak menurut (Sara & Rahmat, 2013)yaitu sebagai berikut:
1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian  SPT;
2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT;
3. Pemahaman sanski perpajakan dan administrasi.
Indikator pengetahuan wajib pajak menurut Rahayu (2010) yaitu sebagai berikut:
1. Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan;
2. Pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia;
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
2.5 [bookmark: _Toc213886242]Digitalisasi Sistem Perpajakan
Digitalisasi sistem perpajakan merupakan pendekatan yang inovatif dalam administrasi perpajakan yang menyediakan aplikasi berbasis online atau platform berbasis internet bagi wajib pajak, sehingga mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak (Mufarrokhah et al., 2024). 
Modernisasi sistem merupakan inovasi atau pembaharuan dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan itu wajib pajak dapat melaporkan dan menghitung sendiri pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dalam satu periodenya. Pengembangan dalam sistem digitalisasi pajak terdapat beberapa macam yaitu seperti e-registration untuk registrasi NPWP secara digital, selanjutnya ada e-filling, dan e-billing yang mempermudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara online dan real time tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Perpajakan (Apriyanti & Rika Lestari, 2024).
Indikator digitalisasi sistem perpajakan menurut (Amalia & Hapsari, 2018) yaitu sebagai berikut:
1. Keamanan dan kerahasiaan;
2. Kesiapan teknologi informasi;
3. Persepsi pengguna;
4. Persepsi kemudahan.
Indikator digitalisasi sistem perpajakan menurut (Mufarrokhah et al., 2024) yaitu sebagai berikut:
1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital;
2. Kemudahan akses informasi pajak;
3. Inovasi layanan digital.
2.6 [bookmark: _Toc213886243]Denda Pajak
Dalam sistem perpajakan, salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Salah satu bentuk sanksi administrasi yang paling umum adalah denda pajak.
Denda pajak merupakan kewajiban tambahan berupa pembayaran sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada wajib pajak akibat pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Misalnya, keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau tidak melaporkan kewajiban pajak tepat waktu. Denda ini berfungsi sebagai alat pencegah sekaligus sarana edukasi, agar wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran yang sama dan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan di masa mendatang (Mardiasmo, 2018).
Menurut Resmi (2019), sanksi denda dimaksudkan untuk menciptakan kepatuhan formal, yakni kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi sesuai ketentun undang-undang perpajakan. Dengan demikian, denda pajak memiliki dimensi hukum sekaligus psikologis, menegakkan aturan dan menanamkan kesadaran bagi wajib pajak. Adapun indikator menurut (Suban Atun, 2021) yaitu sebagai berikut:
1. Denda perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat;
2. Pengenaan denda pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak;
3. Denda pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
Adapun indikator denda pajak yang diadaptasi dari indikator sanksi pajak menurut (Angga Ardyanto & Sri Utaminingsih, 2014) dengan penyesuaian konsep agar relevan dengan konteks denda sebagai salah satu bentuk sanksi administrasi pajak.
1. Kedisiplinan akibat penerapan denda pajak;
2. Ketegasan penerapan denda pajak;
3. Implementasi denda pajak yang konsisten;
4. Kesesuaian besaran denda pajak dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Pelaporan pajak tepatb waktu sebagai akibat kesadaran akan denda pajak.
2.7 [bookmark: _Toc213886244]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc211411684][bookmark: _Toc211411752][bookmark: _Toc211412260][bookmark: _Toc211412801][bookmark: _Toc211412837][bookmark: _Toc213747830][bookmark: _Toc213887561]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	Wijaya et al (2025)	Variabel Independen:
1. Digitalisasi Perpajakan 
2. Pengetahuan Perpajakan
3. Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara simultan dan parsial yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Disambung ke halaman berikutnya

[bookmark: _Toc213887562]Tabel 2. 2 Sambungan
	Fitriya Putri Prasetya et al., (2025)	Variabel Independen:
1. Pemahaman Perpajakan
2. Self Assesment System
3. Digitalisasi Pajak
4. Penalty Rate

Variabel Dependen: 
1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	2. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Self assesment system memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Digitalisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Penalty rate memiliki pengaruh positif terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	Wieske Manuain et al ( 2024)	Variabel Independen:
1. Digitalisasi Pajak
2. Self Assesment System
3. Pengetahuan Perpajakan

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak

	1. Digitalisasi Pajak, Self Assesment System, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun secara parsial.

	Nugroho & Apriladiestya (2023)	Variabel Independen:
1. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak
2. Kesadaran Wajib Pajak

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak 

	1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman pajak berperan atau berpengaruh signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak.
4. Pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran wajib pajak berperan atau berpengaruh signifikan secara simultan pada kepatuhan wajib pajak.


Disambung ke halaman berikutnya


[bookmark: _Toc211412261][bookmark: _Toc211412802][bookmark: _Toc211412838][bookmark: _Toc213747831][bookmark: _Toc213887563]Tabel 2. 3 Sambungan
	Indriyani & Simbolon, (2022)	Variabel Independen:
1. Pemahaman Pajak
2. Motivasi Membayar ajak
3. Sanksi perpajakan

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

	1. Pemahaman pajak tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Motivasi membayar pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhuan wajib pajak memiliki pengaruh yang tinggi.

	Dharmawan & Adi (2021)	Variabel Independen:
1. Kompleksitas Pajak
2. Moral Wajib Pajak
3. Norma Subyektif

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Perpajakan

	2. Kompleksitas pajak, moral wajib pajak, dan norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan secara parsial maupun simultan.

	Mursalin (2020)	Variabel Independen:
1. Moral Wajib Pajak
2. Penghindaran Pajak
3. Sanksi Perpajakan
4. Sikap Wajib Pajak

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

	1. Moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	Sudirman et al (2020)	Variabel Independen:
1. Norma Subjektif
2. Kewajiban Moral
3. Pemahaman Peraturan Pajak

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	2. Norma Subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sumber: Hasil Review Artikel, 2025




2.8 [bookmark: _Toc213886245]Kerangka Konseptual
Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut:


[image: ]
[bookmark: _Toc211412121][bookmark: _Toc213887471][bookmark: _Toc213887564]Gambar 2.1 Kerangka Konsep

2.8 [bookmark: _Toc213886246]Pengembangan Hipotesis
2.8.1 [bookmark: _Toc213886247]Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Menurut teori atribusi, moral wajib pajak berperan sebagai faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi akan menganggap kepatuhan pajak sebagai bentuk perilaku etis dan kontribusi positif terhadap Pembangunan, bukan sekedar kewajiban administratif. Oleh karena itu, moral wajib pajak menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban dalam perpajakannya.
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Anggara & Laksmi, 2024). Artinya, semakin tinggi moral yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H1 : Moral Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.8.2 [bookmark: _Toc213886248]Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan wajib pajak menjadi faktor internal yang membentuk persepsi dan motivaasi dalam menentukan tindakan kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan menilai kepatuhan sebagai perilaku rasional yang didasari oleh pemahaman atas fungsi pajak dalam pembangunan negara. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak dapat menentukan sejauh mana kepatuhan wajib pajak dapat tercapai.
Berdasarkan penelitian oleh Alamsyah et al., (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. temuan serupa juga diperoleh oleh ,(Zaikin et al., 2022) bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.8.3 [bookmark: _Toc213886249]Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Teori atribusi menjelaskan bahwa persepsi individu terhadap suatu sistem akan mempengaruhi motivasi dan sikap mereka terhadap perilaku tertentu. Digitalisasi sistem perpajakn berfungsi sebagai faktor eksternal yang membentuk sikap positif wajib pajak terhadap proses perpajakan. Ketika sistem digital dianggap andal, mudah digunakan, dan transparan, wajib pajak akan menilai bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil dari kesadaran pribadi yang didukung oleh sistem yang efektif. Dengan demikian, berdasarkan teori atribusi, digitalisasi sistem perpajakan berperan dalam memperkuat atribusi internal wajib pajak untuk patuh melalui peningkatan persepsi kemmudahan, efesiensi, dan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wieske Manuain et al., 2024) digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa kemudahan teknologi mampu mendorong wajib pajak untuk lebih taat melaporkan dan membayar pajaknya. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H3 : Digitalisasi Sistem Perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.8.4 [bookmark: _Toc213886250]Pengaruh Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan teori atribusi, denda pajak merupakan faktor eksternal yang berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku wajib pajak agar mematuhi ketentuan perpajakan. Denda pajak menciptakan konsekuensi yangn jelas terhadap pelanggaran kewajiban, sehingga wajib pajak akan mengaitkan Tindakan kepatuhan dengan risiko kerugian finansial. Dengan demikian, denda pajak berperan sebagai faktor eksternal yang mengarahkan perilaku wajib pajak dari kecenderungan tidak patuh menjadi patuh.
Berdasarkan penelitian oleh Adiarta & Zamitah Putri, (2024) dan diperoleh bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak akan cenderung berperilaku taat membayar pajak karena kondisi dalam lingkungannya memaksa untuk taat pajak, misalnya berkaitan dengan penerapan sanksi berupa denda pajak. berdasarkan bukti empiris tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:
H4 : Denda Pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.9 [bookmark: _Toc213886251]Model Penelitian
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[bookmark: _Toc213886253]METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc213886254]Definisi Operasional Variabel
Dalam penelitian ini melibatkan 4 variabel bebas (independen) yaitu moral wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta denda pajak. variable terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Definisi operasional dari variable-variabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
3.1.1 [bookmark: _Toc213886255]Variabel Dependen (Y)
Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dan merupakan syarat utama bagi terealisasinya target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dapat dievaluasi melalui perbandingan antara jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar secara resmi pada administrasi perpajakan. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Agustiningsih, 2016) & (Kurniawan, 2018) yang telah disesuaikan dengan konteks penelitian ini yaitu:
1. Mendaftarkan diri;
2. Menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya tepat waktu;
3. Wajib pajak menyampaikan SPT;
4. Membayar kekurangan pajak yang  ada sebelum dilakukan pemeriksaan.
3.1.2 [bookmark: _Toc213886256]Variabel Independen
3.1.2.1 Moral Wajib Pajak
Moral wajib pajak merupakan bentuk kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dari wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak secara sukarela, tanpa dorongan sanksi atau paksaan hukum. Moral wajib pajak tercermin dari perilaku jujur, rasa tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kontribusi pajak bagi Pembangunan daerah dan nasional. Dalam mengukur variabel moral pajak, digunakan indikator dari (Mustikasari, 2007) & (Lailiyah & Andriani, 2023)yaitu:
1. Melanggar etika;
2. Perasaan bersalah;
3. Prinsip hidup;
4. Tingkat partisipasi warga;
5. Prinsip dalam membayar pajak secara sukarela;
6. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan.
3.1.2.2 Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan perpajakan merujuk kepada segala hal yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak orang pribadi untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi wajib pajak orang pribadi dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dengan benar. Dalam mengukur variabel pengetahuan wajib pajak, digunakan indikator dari Rahayu (2010) & (Sara & Rahmat, 2013) yang telah disesuaikan dengan konteks penelitian ini yaitu:
1. Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan;
2. Pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia;
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan;
4. Pemahaman sanksi perpajakan.
3.1.2.3 Digitalisasi Sistem Perpajakan
Digitalisasi sistem perpajakan merupakan bentuk inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem ini, berbagai fasillitas perpajakan disediakan secara daring (online) sehingga wajib pajak dapat mengakses, mengelola, dan memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur variabel digitalisasi sistem perpajakan dari (Amalia & Hapsari, 2018)& (Mufarrokhah et al., 2024) yaitu:
1. Keamanan dan kerahasiaan;
2. Kesiapan teknologi informasi;
3. Kemudahan akses informasi pajak;
4. Inovasi layanan digital.
3.1.2.4 Denda Pajak
Denda pajak merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan SPT atau keterlambatan pembayaran pajak. Denda pajak berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera. Besarnya denda pajak ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan dimaksudkan memberikan keadilan serta ketegasan terhadap pelanggaran yag dilakukan oleh wajib pajak. Dalam mengukur variabel ini digunakan (tiga) indikator dari (Suban Atun, 2021) yaitu:
1. Denda perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat;
2. Pengenaan denda pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak;
3. Denda pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
[bookmark: _Toc211412684][bookmark: _Toc211413037][bookmark: _Toc213886514][bookmark: _Toc213886985][bookmark: _Toc213887566]Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukur Variabel
	Variabel
	Definisi Operasional Variabel
	Indikator
	Sumber

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)
	Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dan merupakan syarat utama bagi terealisasinya target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dapat dievaluasi melalui perbandingan antara jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar secara resmi pada administrasi perpajakan..
	1. Mendaftarkan diri;
2. Menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya tepat waktu;
3. Wajib pajak menyampaikan SPT;
4. Membayar kekurangan pajak yang  ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

	(Agustiningsih, 2016) & (Kurniawan, 2018)

	Moral Wajib Pajak (X1)
	Moral wajib pajak merupakan bentuk kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dari wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak secara sukarela, tanpa dorongan sanksi atau paksaan hukum. Moral wajib pajak tercermin dari perilaku jujur, rasa tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kontribusi pajak bagi Pembangunan daerah dan nasional.
	1. Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan;
2. Pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia;
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

	(Mustikasari, 2007) & (Lailiyah & Andriani, 2023)
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Tabel 3. 2 Sambungan
	Pengatahuan Wajib Pajak (X2)
	Pengetahuan perpajakan merujuk kepada segala hal yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak orang pribadi untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi wajib pajak orang pribadi dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dengan benar.
	1. Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan;
2. Pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia;
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

	
Rahayu (2010) & (Sara & Rahmat, 2013)

	Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)
	Digitalisasi sistem perpajakan merupakan bentuk inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem ini, berbagai fasillitas perpajakan disediakan secara daring (online) sehingga wajib pajak dapat mengakses, mengelola, dan memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak.
	1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital
2. Kemudahan akses informasi pajak
3. Inovasi layanan digital

	(Amalia & Hapsari, 2018)& (Mufarrokhah et al., 2024)


Disambung ke halaman berikutnya
[bookmark: _Toc213887568]Tabel 3. 3 Sambungan
	Denda Pajak (X4)
	Denda pajak merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan SPT atau keterlambatan pembayaran pajak. Denda pajak berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera. Besarnya denda pajak ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan dimaksudkan memberikan keadilan serta ketegasan terhadap pelanggaran yag dilakukan oleh wajib pajak.
	1. Denda perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat;
2. Pengenaan denda pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak;
3. Denda pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

	
(Suban Atun, 2021)



3.2 [bookmark: _Toc213886257]Populasi dan Sampel
Populasi adalah objek atau subjek yang merupakan bagian dari wilayah generalisasi yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur.
Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah populasi secara keseluruhan termasuk ukuran dan komposisinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi selain karyawan, yaitu individu yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerja bebas dan secara mandiri memenuhi kewajiban perpajakannya yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur dan telah melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filling. Pertimbangan ini digunakan agar responden memiliki pengalaman yang memadai dalam proses pelaporan pajak secara digital. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan persentase margin of error yang digunakan yaitu 10%. Margin of error sebesar 10% dalam penelitian ini didasarkan pertimbangan bahwa penelitian bersifat eksploratif dan bertujuan memperoleh gambaran umum mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017), penggunaan margin of error 10% masih  dianggap mampu memberikan hasil yang representatif dengan tingkat kepercayaan 90%, sehingga tetap relevan digunakan dalam penelitian sosial atau survey yang melibatkan populasi besar. dalam penelitian Rumus Slovin dituliskan dengan:





Keterangan:




3.3 [bookmark: _Toc213886258]Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur sebagai responden penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui hasil pengisian kuisioner.
3.4 [bookmark: _Toc213886259]Teknik Pengumpulan Data 
	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner. Menurut Sugiono (2013), kuisioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian dan menggunakan skala likert dengan rentang 1 sampai 5, yang menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan. Adapun perinciannya sebagai berikut:
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	Kriteria Penilaian
	Skor

	Sangat Setuju (SS)
	5

	Setuju (S)
	4

	Netral (N)
	3

	Tidak Setuju (TS)
	2

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1


3.5 [bookmark: _Toc213886260]Pilot Test
Pilot test atau studi pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian sebelum disebarkan ke responden yang menjadi sampel penelitian. Menurut Abu Hassan, Schattner, dan Mazza (2006), pilot test merupakan suatu tahapan uji coba berskala kecil yang dilakukan sebelum penelitian utama dengan tujuan untuk menilai kelayakan instrument, kejelasan pertanyaan, serta kesesuaian prosedur penelitian. Melalui pilot test, peneliti dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan seperti pertanyaan yang ambigu atau ketidaksesuaian skala jawaban. 
Uji coba dilakukan kepada 42 responden yang merupakan mahasiswa dengan konsentrasi perpajakan. Pemilihan kriteria ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa dengan peminatan perpajakan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep kewajiban perpajakan, sehingga dapat memberikan masukan terhadap kejelasan, kesesuaian, dan pemahaman setiap item pernyataan dalam kuesioner.
Hal ini sejalan dengan pendapat Abu Hassan, Schattner, dan Mazza (2006) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilot test tidak harus dilakukan pada populasi yang sama dengan sampel penelitian, selama memiliki karakteristik serupa secara pengetahuan dan konteks.
3.5.1 [bookmark: _Toc213886261]Uji Validitas
Uji validitas pada tahap pilot test dalam penelitian ini dilakukan menggunakan SmartPLS 4.0. Tujuan uji validitas adalah untuk menilai apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid atau tidak. Pengujian dilakukan melalui convergent validity, dengan kriteria bahwa nilai loading factor > 0,7.
[bookmark: _Toc213887570]Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Pilot Test
	Variabel
	Item
	Outer Loading
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Y.1
	0.847
	Valid

	
	Y.2
	0.852
	Valid

	
	Y.3
	0.884
	Valid

	
	Y.4
	0.837
	Valid

	
	Y.5
	0.862
	Valid

	
	Y.6
	0.839
	Valid

	Moral Wajib Pajak (X1)
	X1.1
	0.677
	Valid

	
	X1.2
	0.817
	Valid

	
	X1.3
	0.701
	Valid

	
	X1.4
	0.635
	Valid

	
	X1.5
	0.777
	Valid

	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)
	X2.1
	0.566
	Valid

	
	X2.2
	0.866
	Valid

	
	X2.3
	0.752
	Valid

	
	X2.4
	0.853
	Valid

	
	X2.5
	0.891
	Valid

	
	X2.6
	0.578
	Valid

	Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)
	X3.1
	0.865
	Valid

	
	X3.2
	0.635
	Valid

	
	X3.3
	0.833
	Valid

	
	X3.4
	0.872
	Valid

	
	X3.5
	0.914
	Valid

	Denda Pajak (X4)
	X4.1
	0.773
	Valid

	
	X4.2
	0.656
	Valid

	
	X4.3
	0.762
	Valid

	
	X4.4
	0.827
	Valid

	
	X4.5
	0.769
	Valid


Sumber: Hasil olahan Data Primer SmartPLS (2025)
Berdasarkan tabel dapat dilihat hasil uji validitas pilot test Sebagian besar indikator telah memenuhi kriteria convergen validity, yaitu memiliki nilai loading factor > 0,7. Meskipun terdapat beberapa indikator dengan nilai loading factor < 0,7, namun, indikator tersebut tetap dipertahankkan karena nilai Average Variance Extracted (AVE) masing-masing konstruk berada di aras 0,5. Dengan demikian, seluruh indikator dalam penelitian dianggap valid dan dapat digunakan.
3.5.2 [bookmark: _Toc213886262]Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas pada tahap pilot test dalam penelitian ini dilakukan menggunakan SmartPLS 4.0. pengujian reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi jawaban responden terhadap item pertanyaan dalam kuesioner. Suatu instrument dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbarch’s Alpha > 0,7, sedangkan jika nilai Cronbarch Alpha < 0,7, maka instrument tersebut dinyatakan tidak reliabel.
[bookmark: _Toc213887571]Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test
	Variabel
	Cronbach’s alpha
	N of items
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.770
	6
	Reliabel

	Moral Wajib Pajak (X1)
	0.850
	5
	Reliabel

	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)
	0.889
	6
	Reliabel

	Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)
	0.821
	4
	Reliabel

	Denda Pajak (X4)
	0.926
	6
	Reliabel


Sumber: Hasil olahan Data Primer SmartPLS (2025)
Berdasarkan tabel , dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbarch’s Alpha > 0,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan telah memenui kriteria realibilitas, sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan reliabel.
3.6 [bookmark: _Toc213886263]Teknis Analisis Data
Menurut Sugiyono (2013), analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan tahap yang dilakukan setelah seluruh data terkumpul dari responden atau sumber data lainnya. Dalam penelitian kuantitatif, metode analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik  deskriptif, yaitu teknik analisis yang berfungsi untuk mengolah, menyajikan, serta menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan yang bersifat luas. Alat analisis yang digunakan yaitu software SmartPLS version 4.0. PLS adalah suatu model persamaan struktural berbasis varians yang mampu menggambarkan variabel laten yang bersifat kompleks. Dalam SEM terbagi menjadi dua analisis. Analisis inner model tentang hubungan konstruk yang dievaluasi. Outer model untuk mengevaluasi hubungan antara indikator pada variabel dengan konstruk yang digunakan, terdiri dari uji validitas dan uji reliabillitas.
3.6.1 [bookmark: _Toc213886264]Model Pengukuran atau Outer Model
3.6.1.1 Uji Validitas
1. Convergent Validity
Convergent Validity merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui validitas setiap hubungan atau korelasi antara indikator dengan variabel laten. Suatu korelasi dapat dikatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai loading factor 
2. Discriminant Validity
Discriminant Validity digunakan untuk menguji korelasi antara indikator suatu indikator suatu variabel dengan variabel lain. Pengujian validitas diskriminan untuk indikator reflektif dapat dilakukan dengan melihat nilai cross loading pada variabel yang dituju lebih besar dari nilai cross loading pada variabel lain maka dapat dinyatakan valid.
3.6.1.2 Uji Reliabilitas 
	Variabel menjadi reliabel Ketika nilai composite reliability  serta nilai Cronbach’alpha yang dipergunakan dalam ukur batasan terbawah dari nilai reliabilitas dari kontrak yang mempunyai nilai  .
3.6.2 [bookmark: _Toc213886265]Model Struktural (Inner Model)
3.6.2.1 Uji R-Square
Nilai R-Square adalah koefesien determinasi pada konstruk endogen yang bertujuan untuk menghitung hubungan tingkat variasi variabel dependen dengan independen. Jika penilaian angka R-Square adalah 0,67 memiliki arti bahwa model kuat, 0,33 moderate atau sedang, dan 0,19 lemah (Robinson Sihombing et al., 2024).
3.6.2.2 Uji F-Square
	Menurut , F-Square adalah cara untuk mengetahui pengaruh substantial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika penilaian angka F-Square adalah 0,02 memiliki arti bahwa model lemah, 0,15 moderate atau sedang, dan 0,35 kuat (Robinson Sihombing et al., 2024).
3.6.3 [bookmark: _Toc213886266]Uji Hipotesis (Uji t)
	Uji t bertujuan untuk menguji setiap variabel bebas (X) yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (Y). jika nilai signifikansi (p-value) alpha (0,05) variabel tidak mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap variabel dependen atau Ha ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (p-value)  alpha (0,05) variabel independent mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap variabel dependen atau Ha diterima.























[bookmark: _Toc213886267]DAFTAR PUSTAKA

Adiarta, P., & Zamitah Putri, N. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Peran Pengetahuan Wajib Pajak, Transparansi Informasi, Moderenisasi Teknologi Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca
Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
Alamsyah, D. A., Kusumawardani, A., & Daur, F. C. (2024). The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance (At the Bandung Cicadas Primary Tax Office).
Amalia, A. R., & Hapsari, D. W. (2018). Pengaruh Implementasi E-Filling, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaporan Surat Pemberitahuan.
Angga Ardyanto, A., & Sri Utaminingsih, N. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajakterhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. In AAJ (Vol. 220, Issue 2). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj
Anggara, Z., & Laksmi, A. C. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tax Moral dan Pemahaman Keuntungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (Vol. 6).
Apriyanti, T., & Rika Lestari, W. (2024). Kualitas Pelayanan, Konsultasi dan Pengawasan Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ornag Pribadi yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan.
Claudia Andinata, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya ). http://www.pajak.go.id/
Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, 5(2), 212–219.
Ernsky Palar, B., Sai Maruli, R., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. JURNAL LENTERA BISNIS, 13(3), 1699–1716. https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217
Fitriya Putri Prasetya, R., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak dan Penalty Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi (Vol. 14, Issue 01). http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra,
Hendrawati, E., Abidin, K., & Pramudianti, M. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisu Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19.
Indriyani, D., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Batam. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.
Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Complience: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). In Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org ISSN (Vol. 6, Issue 2). Online. www.iiste.org
Kodoati, A., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi di Kota Manado dan di Kabupaten Minahasa).
Kurniawan, I. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi. In Jurnal Ekobis Dewantara (Vol. 1, Issue 3).
Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Owner, 7(2), 1464–1478. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537
Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 15(2). https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116
Mufarrokhah, S., Cholid Mawardi, M., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi (Vol. 13, Issue 01). http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra,
Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud.
Mursalin. (2020). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan,dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Jurnal Media Wahana Ekonomika. https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/5097/4500
Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. www.indodigest.com,
Nugroho, T. C., & Apriladiestya, L. (2023). Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Perumahan Margasari Tigaraksa). Journal Accounting.
Oktaviana, A. (2022). Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera) (Vol. 1, Issue 2).
Rabun, M. N. (2024). Factors Influencing Tax Compliance Among Individual Taxpayers. Advances in Business Research International Journal, 11(1), 44–57. https://doi.org/10.24191/abrij.v11i1.3619
Ratmono, D. (2014). Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak.
Robinson Sihombing, P., Marsinta Arsani, A., Oktaviani, M., Nugraheni, R., Wijaya, L., & Muhammad, I. (2024). Aplikasi SmartPLS 4.0 Untuk Statistisi Pemula.
Sara, L. J., & Rahmat, E. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. In Journal of Accounting & Management Innovation (Vol. 1, Issue 2).
Sriniyati. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 8(1), 14.
Suban Atun, I. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Mitra Manajemen.
Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral, dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. Jurnal Riset Perpajakan.
Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. Owner, 6(3), 3158–3168. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
Tambun, S., Rotua Sitorus, R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19 (Vol. 4, Issue 2). http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP
Wieske Manuain, D., Tuati, N. F., Usman, H., Akuntansi, J., & Kupang, N. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Self Assesment System, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Kupang.
Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025a). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur. Jurnal Ekuilnomi, 7(1), 53–67. https://doi.org/10.36985/kjq23k73
Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025b). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur. Jurnal Ekuilnomi, 7(1), 53–67. https://doi.org/10.36985/kjq23k73
Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Owner, 7(1), 57–76. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346
 

































LAMPIRAN
















Lampiran 1
Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/I Responden
Perkenalkan saya Nurul Sha’fa Hildayanti mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman jurusan Akuntansi Angkatan 2022. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) dengan judul “Pengaruh Moral Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Digitalisasi Sistem Perpajakan, dan Denda Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”
Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/I kiranya bersedia mengisi kuesioner dengan pertanyaan tertera. Seluruh data dan jawaban yang diberikan akan dijamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.
Atas perhatian dan partisipasinya Bapak/Ibu/Saudara/I, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,


Nurul Sha’fa Hildayanti
2201036102


IDENTITAS RESPONDEN
Nama			:
Jenis Kelamin		: 
· Laki-laki
· Perempuan

Usia			:
·  25 Tahun
· 25 – 35 Tahun
· 36 – 45 Tahun
·  45 Tahun
Pendidikan Terakhir	:
· SD/MI
· SMP/MTS
· SMA/SMK/MA
· D1/D2/D3/D4
· S1/S2/S3
· Lainnya
Jenis Usaha atau 
Pekerjaan Bebas	:
· Pedagang
· Jasa Profesional (Dokter, Notaris, Konsultan, dsb.)
· Freelancer
· Lainnya
Memiliki NPWP	:
· Ya
· Tidak






KUISIONER PENELITIAN
Petunjuk Pengisian:
Jawablah pertanyaan yang tersedia dengan jujur dan benar. Pilih jawaban yang tersedia dengan memilih pada salah satu jawaban yang anda anggap paling benar.
Keterangan:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)

1. Kepatuhan Wajib Pajak
	No.
	Pertanyaan
	Skala Likert

	
	
	STS
(1)
	TS
(2)
	N
(3)
	S
(4)
	SS
(5)

	1. 
	Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	2. 
	Saya selalu menghitung pajak terutang dan membayarnya tepat waktu.
	
	
	
	
	

	3. 
	Saya selalu menyampaikan SPT secara lengkap dan tepat waktu.
	
	
	
	
	

	4. 
	Saya mematuhi seluruh tahapan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
	
	
	
	
	

	5. 
	Saya membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum jatuh tempo.
	
	
	
	
	

	6. 
	Saya selalu berupaya menyelesaikan kewajiban pajak dengan jujur sebelum adanya tindakan pemeriksaan.
	
	
	
	
	





2. Moral Wajib Pajak
	No.
	Pertanyaan
	Skala Likert

	
	
	STS
(1)
	TS
(2)
	N
(3)
	S
(4)
	SS
(5)

	1. 
	Saya merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.
	
	
	
	
	

	2. 
	Jika saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan, maka saya akan memiliki perasaan bersalah.
	
	
	
	
	

	3. 
	Membayar pajak merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat kepada negara.
	
	
	
	
	

	4. 
	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela.
	
	
	
	
	

	5. 
	Sistem hukum dan pemerintah terkait perpajakan dapat dipercaya.
	
	
	
	
	



3. Pengetahuan Wajib Pajak
	No.
	Pertanyaan
	Skala Likert

	
	
	STS
(1)
	TS
(2)
	N
(3)
	S
(4)
	SS
(5)

	1. 
	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.
	
	
	
	
	

	2. 
	Saya mengetahui cara perhitungan pajak yang terutang.
	
	
	
	
	

	3. 
	Saya mengetahui bagaimana prosedur cara pembayaran pajak yang resmi.
	
	
	
	
	

	4. 
	Saya mengetahui cara mengisi SPT.
	
	
	
	
	

	5. 
	Saya mengetahui batas pelaporan SPT.
	
	
	
	
	

	6. 
	Saya mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak akan diberikan sanksi administrasi atau sanksi pidana.
	
	
	
	
	



4. Digitalisasi Sistem Perpajakan
	No.
	Pertanyaan
	Skala Likert

	
	
	STS
(1)
	TS
(2)
	N
(3)
	S
(4)
	SS
(5)

	1. 
	Saya merasa sistem perpajakan digital sudah menjamin keamanan serta kerahasiaan data pribadi.
	
	
	
	
	

	2. 
	Sistem pajak digital jarang mengalami gangguan teknis.
	
	
	
	
	

	3. 
	Adanya digitalisasi sistem perpajakan membuat peraturan perpajakan dapat diakses lebih cepat melalui internet.
	
	
	
	
	

	4. 
	Adanya digitalisasi sistem perpajakan dapat memudahkan saya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
	
	
	
	
	

	5. 
	Layanan perpajakan berbasis digital terus mengalami peningkatan dan perubahan fitur.
	
	
	
	
	



5. Denda Pajak
	No.
	Pertanyaan
	Skala Likert

	
	
	STS
(1)
	TS
(2)
	N
(3)
	S
(4)
	SS
(5)

	1. 
	Menurut saya, pengenaan denda pajak yang cukup berat dapat menjadi sarana untuk mendidik wajib pajak agar lebih patuh.
	
	
	
	
	

	2. 
	Saya setuju bahwa denda pajak seharusnya dikenakan kepada pelanggar aturan pajak tanpa adanya toleransi.
	
	
	
	
	

	3. 
	Saya menilai bahwa denda pajak telah diterapkan secara konsisten di lapangan.
	
	
	
	
	

	4. 
	Besarnya denda pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
	
	
	
	
	

	5. 
	Saya selalu melaporkan pajak tepat waktu agar tidak terkena denda.
	
	
	
	
	
















Lampiran 2. Tabulasi Data Uji Pilot Test.
Data Kuisioner

	No
	Moral Wajib Pajak
	Total
	Pengetahuan Wajib Pajak
	Total

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X2.5
	X2.6
	

	1
	5
	5
	5
	5
	4
	24
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	2
	4
	3
	5
	4
	2
	18
	4
	5
	5
	5
	3
	5
	27

	3
	4
	4
	4
	4
	3
	19
	4
	3
	3
	3
	2
	3
	18

	4
	4
	3
	4
	3
	2
	16
	5
	4
	3
	4
	3
	3
	22

	5
	3
	3
	4
	4
	3
	17
	3
	2
	2
	2
	2
	4
	15

	6
	5
	4
	4
	4
	4
	21
	5
	2
	5
	2
	2
	4
	20

	7
	2
	1
	3
	4
	1
	11
	3
	5
	5
	4
	4
	5
	26

	8
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	9
	5
	4
	4
	5
	3
	21
	4
	3
	4
	5
	3
	3
	22

	10
	4
	3
	4
	4
	2
	17
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	11
	4
	3
	4
	2
	1
	14
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	14

	12
	5
	3
	4
	3
	3
	18
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	26

	13
	4
	4
	5
	4
	4
	21
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	28

	14
	4
	3
	4
	4
	3
	18
	3
	4
	4
	4
	4
	5
	24

	15
	5
	3
	5
	4
	2
	19
	3
	4
	4
	3
	3
	5
	22

	16
	4
	5
	4
	4
	4
	21
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	27

	17
	5
	3
	5
	4
	3
	20
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	29

	18
	5
	5
	4
	4
	2
	20
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	28

	19
	5
	5
	5
	5
	4
	24
	5
	4
	3
	4
	4
	5
	25

	20
	5
	5
	5
	5
	3
	23
	3
	2
	3
	3
	3
	5
	19

	21
	5
	5
	5
	5
	3
	23
	3
	3
	4
	2
	2
	5
	19

	22
	5
	5
	5
	4
	5
	24
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	28

	23
	5
	4
	4
	5
	5
	23
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	27

	24
	5
	4
	4
	4
	1
	18
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	25
	3
	3
	4
	4
	3
	17
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	23

	26
	4
	4
	3
	3
	3
	17
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18

	27
	4
	4
	4
	4
	2
	18
	4
	2
	2
	2
	2
	4
	16

	28
	4
	4
	4
	4
	3
	19
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	29
	5
	5
	5
	5
	3
	23
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	30
	5
	2
	5
	3
	2
	17
	4
	3
	4
	2
	2
	4
	19

	31
	5
	4
	3
	2
	1
	15
	4
	3
	5
	2
	3
	4
	21

	32
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	33
	5
	3
	5
	3
	3
	19
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	28

	34
	5
	4
	4
	2
	4
	19
	4
	4
	2
	3
	4
	4
	21

	35
	4
	3
	4
	3
	2
	16
	2
	3
	3
	4
	4
	4
	20

	36
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	22

	37
	5
	4
	4
	2
	4
	19
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	22

	38
	5
	4
	4
	3
	4
	20
	4
	3
	3
	3
	3
	4
	20

	39
	4
	5
	5
	4
	3
	21
	5
	3
	4
	5
	5
	3
	25

	40
	5
	5
	5
	3
	4
	22
	5
	4
	5
	3
	5
	5
	27

	41
	3
	3
	5
	3
	3
	17
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18

	42
	5
	5
	5
	4
	4
	23
	4
	3
	3
	4
	3
	5
	22

	43
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30


























	No
	Digitalisasi Sistem Perpajakan
	Total
	Denda Pajak
	Total

	
	
	
	
	
	

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	
	X4.1
	X4.2
	X4.3
	X4.4
	X4.5
	
	

	1
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	4
	5
	5
	24
	

	2
	2
	1
	5
	5
	4
	17
	4
	3
	3
	4
	5
	19
	

	3
	4
	2
	3
	4
	3
	16
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	

	4
	3
	3
	5
	4
	4
	19
	5
	5
	2
	4
	4
	20
	

	5
	3
	2
	3
	3
	3
	14
	4
	4
	3
	3
	4
	18
	

	6
	4
	4
	4
	4
	3
	19
	5
	3
	4
	4
	3
	19
	

	7
	1
	3
	4
	2
	1
	11
	3
	3
	2
	5
	4
	17
	

	8
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	

	9
	4
	4
	5
	4
	5
	22
	4
	4
	5
	4
	5
	22
	

	10
	2
	1
	3
	3
	2
	11
	4
	4
	2
	3
	4
	17
	

	11
	3
	3
	5
	4
	4
	19
	4
	4
	3
	4
	4
	19
	

	12
	4
	1
	5
	5
	4
	19
	5
	5
	3
	5
	5
	23
	

	13
	4
	4
	5
	5
	5
	23
	4
	4
	4
	5
	4
	21
	

	14
	3
	3
	4
	4
	4
	18
	3
	4
	3
	3
	4
	17
	

	15
	4
	3
	4
	4
	3
	18
	3
	5
	3
	3
	3
	17
	

	16
	4
	2
	4
	4
	4
	18
	4
	4
	2
	4
	5
	19
	

	17
	5
	3
	5
	5
	5
	23
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	

	18
	2
	1
	1
	2
	2
	8
	4
	3
	4
	4
	5
	20
	

	19
	4
	2
	4
	4
	5
	19
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	

	20
	3
	3
	4
	4
	4
	18
	4
	5
	4
	5
	5
	23
	

	21
	3
	3
	5
	5
	4
	20
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	

	22
	4
	3
	5
	5
	5
	22
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	

	23
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	5
	4
	4
	4
	4
	21
	

	24
	2
	2
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	

	25
	3
	3
	4
	4
	4
	18
	4
	4
	3
	4
	4
	19
	

	26
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	

	27
	3
	3
	4
	4
	4
	18
	4
	4
	2
	4
	4
	18
	

	28
	4
	3
	4
	4
	4
	19
	4
	4
	4
	4
	5
	21
	

	29
	2
	1
	3
	3
	4
	13
	5
	2
	5
	3
	5
	20
	

	30
	3
	3
	4
	4
	4
	18
	4
	5
	3
	3
	4
	19
	

	31
	1
	1
	2
	3
	1
	8
	3
	1
	2
	3
	4
	13
	

	32
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	

	33
	2
	1
	2
	4
	4
	13
	5
	5
	3
	3
	5
	21
	

	34
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	4
	24
	

	35
	3
	2
	3
	3
	3
	14
	2
	2
	2
	3
	5
	14
	

	36
	4
	4
	4
	4
	3
	19
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	

	37
	4
	3
	4
	4
	4
	19
	4
	4
	3
	4
	4
	19
	

	38
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	3
	3
	3
	17
	

	39
	3
	1
	2
	5
	3
	14
	3
	5
	5
	4
	5
	22
	

	40
	5
	2
	5
	5
	5
	22
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	

	41
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	

	42
	3
	3
	4
	4
	4
	18
	4
	4
	3
	4
	4
	19
	

	43
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	


























	No
	Kepatuhan Wajib Pajak
	Total

	
	
	
	

	
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	Y.5
	Y.6
	
	

	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30
	

	2
	5
	3
	3
	4
	5
	5
	25
	

	3
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	16
	

	4
	5
	4
	4
	3
	4
	4
	24
	

	5
	3
	3
	2
	4
	4
	4
	20
	

	6
	2
	2
	2
	4
	4
	4
	18
	

	7
	4
	3
	3
	2
	1
	4
	17
	

	8
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30
	

	9
	3
	3
	5
	4
	4
	5
	24
	

	10
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24
	

	11
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	14
	

	12
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	29
	

	13
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	26
	

	14
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24
	

	15
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18
	

	16
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	26
	

	17
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30
	

	18
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	23
	

	19
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	29
	

	20
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30
	

	21
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18
	

	22
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30
	

	23
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30
	

	24
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	25
	

	25
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	22
	

	26
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18
	

	27
	3
	4
	3
	4
	3
	4
	21
	

	28
	3
	4
	4
	4
	4
	5
	24
	

	29
	5
	5
	5
	3
	5
	5
	28
	

	30
	5
	4
	3
	5
	4
	4
	25
	

	31
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	21
	

	32
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24
	

	33
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	17
	

	34
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	23
	

	35
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30
	

	36
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24
	

	37
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24
	

	38
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24
	

	39
	5
	4
	3
	4
	3
	5
	24
	

	40
	5
	3
	5
	5
	4
	5
	27
	

	41
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18
	

	42
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18
	

	43
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30
	


























Lampiran 3. Hasil Evaluasi Outer Model

[image: A diagram of a network

AI-generated content may be incorrect.]


















Lampiran 4. Hasil SmartPLS Uji Validitas dan Uji Reliabilitas pada Pilot Test.

	Variabel
	Cronbach's alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	Average variance extracted (AVE)

	X1. Moral Wajib Pajak
	0.770
	0.773
	0.846
	0.525

	X2. Pengetahuan Wajib Pajak
	0.850
	0.901
	0.890
	0.582

	X3. Digitalisasi Sistem Perpajakan
	0.889
	0.943
	0.916
	0.688

	X4. Denda Pajak
	0.821
	0.853
	0.871
	0.576

	Y. Kepatuhan Wajib Pajak
	0.926
	0.932
	0.942
	0.729
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